
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN 
DALAM PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA ISLAM PASCA UNDANG-

UNDANG NOMOR 3  TAHUN 2006 

 

  

SKRIPSI 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM 

OLEH: 

SOFYA ANNISA 

13340014 

PEMBIMBING: 

1. DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS.,M.SI 
2. DR. RIYANTA, M.HUM. 

 

 

 

ILMU HUKUM 
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA 
2017 























xii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................  i 

ABSTRAK .......................................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................  iii 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ................................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................  vi 

HALAMAN MOTTO ......................................................................................  vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................   viii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  xii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................  6 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................  6 

D. Telaah Pustaka .....................................................................................  7 

E. Kerangka Teoritik ................................................................................  10 

F. Metode Penelitian.................................................................................  14 

G. Sistematika Pembahasan ......................................................................  17 

BAB II TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK ............................  19 

A. Pengertian Anak Angkat ......................................................................  19 

B. Sejarah Pengangkatan Anak .................................................................  22 

C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak ......................................................  31 

D. Tujuan Pengangkatan Anak .................................................................  34 

E. Prosedur Pengangkatan Anak ..............................................................  35 



xiii 
 

F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....................................................  38 

G. Kewenangan Pengadilan Negeri Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama ............................................................  42 

BAB III PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI 

SLEMAN .........................................................................................................  46 

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sleman .....................................  46 

B. Prosedur  Pengangkatan Anak di Pengadilan Sleman..........................  50 

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap 

Pengangkatan Anak ..............................................................................  54 

D. Penetapan  ............................................................................................  55 

E. Akibat Hukum ......................................................................................  60 

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN 

DALAM PENGANGKATAN ANAK ............................................................  63 

A. Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak .  63 

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Penetapan 

Pengangkatan Anak ..............................................................................  73 

BAB V PENUTUP ...........................................................................................  84 

A. Kesimpulan ..........................................................................................  84 

B. Saran .....................................................................................................  86 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  87 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah keluarga kehadiran anak merupakan hal yang diidam-

idamkan, secara umum anak adalah yang dilahirkan dari perkawinan antara 

seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 

seorang anak yang dilahirkan oleh wanita tanpa adanya pernikahan tetap 

dikatakan anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 

merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 

pembangunan nasional. Akan tetapi keinginan memiliki seorang anak terkadang 

tidak tercapai, dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan banyak orang untuk 

mendapatkan anak adalah dengan cara mengangkat anak. 

Berkaitan dengan persoalan pengangkatan anak bahwa definisi anak 

angkat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, “Anak angkat adalah anak 

yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang 

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan 

membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”1 

Pengangkatan anak atau adopsi yang dimaksud adalah mengambil anak 

orang lain menjadi anak sendiri dengan melalui suatu dilakukan demi untuk 

mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat 
                                                           

1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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tersebut kedalam praktek kehidupan masyarakat karena tidak mempunyai anak 

atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. 

Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa2: 

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang 
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 
memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang 
tua kandungnya. 

a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan  
identitas awal anak. 

3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut 
oleh calon anak angkat. 

4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan 
sebagai upaya terakhir. 

a) dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan 
mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4). 

5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak 
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.  

Dalam Undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur tentang 

pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah 

kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya 

yang hidup ditengah-tengah masyarakat indonesia. Sejak zaman dahulu 

masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan 

motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan 

                                                           
2Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
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hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.3 Pengangkatan 

anak telah diatur dalam KUHPerdata dan juga diatur dalam  PP Nomor 54 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan  Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak. 

Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan 

anak adalah Pengadilan Negeri, setelah lahirnya Undang-undang RI Nomor 3 

Tahun 2006 dalam Pasal 49 dimana telah memberikan kewenangan kepada 

Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan 

hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk 

memberikan putusan atau penetapan pengangkatan anak mungkin dapat 

menimbulkan opsi bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan 

anak atau mungkin timbul sengketa kewenangan.4 Jika Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama, berarti 

Pegadilan Negeri sudah tidak memiliki wewenang mengabulkan penetapan 

pengangkatan anak, namun pada kenyataannya Pengadilan Negeri masih 

menerima permohonan pengangkatan anak  beragama Islam, seperti halnya 

permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman yang mayoritas 

diajukan oleh pemohon beragama Islam.  

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada garis asas hukum bahwa 

                                                           
3Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di 

Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 49. 
4Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta: 

Kencana, 2008), hlm.4. 
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“Pengadilan dilarang  menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”5 bahkan pasal 22AB 

(Algemene Bepalingen van wetgeving vor Indonesia) secara tegas menentukan 

bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan 

bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, 

tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena 

menolak mengadili.6 Sehingga dengan dalih tersebut Pengadilan Negeri masih 

menerima dan memutus permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam. 

Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  sampai diperbarui dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama masih banyak 

pemohon beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di 

Pengadilan Negeri, melihat jangka waktu lahirnya peraturan tersebut seharusnya 

telah ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang 

tersebut memberikan batasan kewenangan pengangkatan anak bagi orang Islam 

atau tidak. Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai kepastian hukum akibat 

lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang 

menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam 

                                                           
5Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
6Ahmad Kamil, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Jakarta: Prenada Media, 

2005), hlm. 9. 
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berdasarkan hukum Islam telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006, maka hal itu menjadi wewenang absolut Peradilan Agama.7 

Perlunya pengkajian masalah ini karena dalam penetapannya terdapat 

perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan, meski terdapat kesamaan beberapa 

dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, 

diantaranya mengenai hak waris. Penetapan di Pengadilan Negeri mengakibatkan 

anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat tanpa memutus hubungan 

nasab dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat menjadi ahli waris dari 

keduanya. Akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama yaitu, anak angkat 

bukan sebagai ahli waris namun mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua 

angkat dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. 

Penulisan ini meneliti  pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan 

Negeri Sleman pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ditinjau dari 

banyaknya pemohon bergama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan 

anak di Pengadilan Negeri Sleman. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik mengangkat 

masalah pengangkatan anak dalam penulisan skripsi dengan judul Tinjauan 

Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam Pengangkatan Anak 

Beragama Islam Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. 

 

                                                           
7Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di 

Indonesia (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) ,hlm. 7. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penyusun  merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dibahas secara lebih 

rinci pada bab pembahasan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam penetapan 

permohonan pengangkatan anak pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan  Pengadilan Negeri Sleman dalam 

putusan permohonan pengangkatan anak pasca Undang-undang Nomor 

3 Tahun 2006? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai kewenangan 

pengangkatan anak bagi orang islam di Pengadilan Negeri 

Sleman pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

b. Untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman 

masih menerima permohonan pengangkatan anak pasca 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

untuk perkembangan proses pengangkatan anak yang lebih baik 

dan sebagai refrensi pengangkatan anak di Indonesia. 
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b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi 

hukum, lembaga pengadilan serta pembentukan Undang-undang 

dalam upaya perbaikan dan proses pengangkatan anak. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan kajian dan 

sumbangan pemikiran dalam memutuskan perkara pengangkatan 

anak. 

D. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh 

penulis, ternyata tidak diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti 

apa yang dibahas oleh penulis. Menghindari adanya plagiasi dan duplikasi 

penulisan maka penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang membahas 

tentang pengangkatan anak. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Skripsi oleh Deni Akbar yang berjudul “Status Anak Adopsi dalam 

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta 

(Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 

0062/Pdt.P/2011/PA.YK)”.8 Pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah 

mengenai perbandingan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama dalam 

menetapkan status anak adopsi dan apa saja akibat hukum yang akan ditimbulkan 

oleh kedua penetapan pengadilan tersebut, sehingga muncul apa persamaan dan 

                                                           
8Deni Akbar, “Status Anak Adopsi dalam Penetapan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 
341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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perbedaan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan negeri 

sumber hukumnya dari hukum positif, status anak angkat sama halnya dengan 

anak kandung. Sedangkan dalam penetapan pengadilan agama status anak angkat 

hanya sebatas anak asuh bukan anak kandung. 

Skripsi yang ditulis oleh Endang Sri Utami yang berjudul “Pengangkatan 

Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu 

Yogyakarta)”.9 Dalam skripsi ini penulis  menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan 

pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu, mulai dari tahap permohonan ijin, 

tahap penelitian kelayakan, sampai pada permohonan pengangkatan anak di 

Pengadilan Negeri dan Putusan penetapan pengangkatan anak. Akibat hukum 

yang timbul apabila pengangkatan anak berdasarkan hukum adat seperti yang 

telah diterapkan di Yayasan Sayap Ibu. Kemudian juga dikaitkan dengan usaha 

Yayasan Sayap Ibu dalam pemenuhan hak anak. 

Skripsi yang ditulis oleh Eka Dita Martiana yang berjudul “Pengangkatan 

Anak Bagi Warga Muslim Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb.)”.10 Dalam 

Skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat 

deskriptif analisis dan termasuk penelitian jenis hukum normatif, dengan 

menggunakan data sekunder, primer dan tersier. Penelitian yang penulis lakukan 

                                                           
9Endang Sri Utami, “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak 

(Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 

10Eka Dita Martiana, “Pengngkatan Anak Bagi Warga Muslim di Pengadilan 
Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3Tahun 2006 (Analisis Penetapan Nomor: 
151/Pdt.P/2013/PN.Wnsb)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. 
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untuk mengetahui bentuk kewenangan Pengadilan Negeri dalam Perkara 

Pengangkatan anak pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, landasan hukum 

yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim, serta dampak hukum pengangkatan 

anak bagi warga muslim di Pengadilan Negeri Wonosobo. 

Skripsi yang ditulis oleh Benny Zuliansyah yang berjudul “Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan 

Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms)”.11 Penelitian ini penulis lakukan unutk 

mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak dari pemohon yang beragama islam 

di Pengadilan Negeri Banyumas melalui studi penetapan Nomor: 

01/Pdt.P/2014/PN.Bms. berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. Hasil penelitian yang diperoleh berkaitan dengan prosedur 

pengajuan permohonan dan aspek substansi normatifnya di Pengadilan Negeri 

Banyumas. 

Dari penelitian di atas, penulis mencoba menguraikan tentang tinjauan 

yuridis  kewenangan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman pasca 

lahirmya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan melihat dari kepastian 

hukum, melihat pasca ditetapkannya Undang-undang tersebut permohonan 

pengangkatan anak beragama Islam masih diajukan dan ditangani di Pengadilan 

Negeri Sleman, untuk mengetahui sebab dan alasan Pengadilan Negeri Sleman 

masih menerima permohonan pengangkatan anak penulis akan melakukan 
                                                           

11Benny Zuliansyah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim 
(Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms)”, Skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015. 
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penelitian lapangan sehingga hasil analisis diperoleh dari analisis penetapan dan 

wawancara. Harapan hasil penulisan ini dapat menambah wawasan, khususnya 

bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Kepastian Hukum  

Asas kepastian hukum suatu jaminan dimana suatu hukum harus 

dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Jika hukum tidak ada kepastian maka 

hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya. Kepastian hukum  

merupakan suatu hal yang bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, kepastian hukum secara normatif adalah suatu 

peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas 

dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (Multi tafsir) dan logis 

dalam artian menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari 

ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku 

manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam 

koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.12 

Hukum itu tidak boleh dirumuskan secara samar, demi pencapaian 

kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwasannya pencapaian kepastian hukum itu 

terbagi atas dua unsur utama, pertama, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. 

Dalam arti, hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Lalu yang kedua, 

kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (undang-undang) itu. Dalam 
                                                           

12Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1990), hlm.41. 
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arti, kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum yang 

retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Kemudian diikuti dengan 

sebuah struktur kekuasaannya yang berdasarkan trias politica, sehingga bisa 

menjamin adanya kepastian hukum.13 

2. Asas Kebebasan Hakim 

Kekuasaan kehakiman terdapat asas pelaksanaan peradilan yang disebut 

dengan asas kebebasan hakim, asas tersebut bersifat universal berarti hakim pada 

dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, 

namun sebenarnya kebebasan tersebut tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan 

tugasnya hakim  dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, 

kehendak para pihak, ketrtiban umum dan kesusilaan. Selain itu juga dibatasi oleh 

sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.  

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 di sebutkan  

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.14 Penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan 

dengan Undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.15 

                                                           
13E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), hlm. 154. 
14Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
15Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan 

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27. 
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Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa 

dan mengadili suatu perkara tersebut.16 

Adapun kewenangan setiap badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan 

wilayah kekuasaan masing-masing peradilan. 

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 

mengatur asas personalitas ke-islaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 

penjelasan umum alinea kesatu dan kedua, penerapan asas personalitas ke-islaman 

terhadap suatu perkara, baik secara alternatif atau kumulatif. Adapun ketentuan 

yang melekat pada Undang-undang tersebut tentang asas ini adalah: 

a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. 

b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. 

c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh 

karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.17 

                                                           
16Ibid,hlm. 27 
17M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama 

(Jakarta: Pustaka kartini, 1989), hlm. 37. 
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Letak asas personalitas ke-islaman berpatokan pada saat terjadinya 

hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-islaman seseorang didasarkan 

pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-islaman yang bersangkutan. 

Aturan mengenai pengangkatan anak dijelaskan pada  Pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama islam di bidang: 
1. Perkawinan 
2. Waris 
3. Wasiat 
4. Hibah 
5. Wakaf 
6. Zakat 
7. Infaq 
8. Shadaqah dan 
9. Ekonomi syariah”18 

Penjelasan Pasal 49 huruf a, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan 

perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan  Undang-undang 

mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, salah 

satunya dalam penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 

anak berdasarkan hukum Islam. Jadi perkara permohonan pengangkatan anak oleh 

orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006, maka hal itu menjadi wewenang absolut peradilan agama.19 

 

 

                                                           
18Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 
19Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di 

Indonesia (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) ,hlm. 7. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penenlitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 

terdahulu.20 Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap 

produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal 

dari Pengadilan Negeri Sleman. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat 

dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) berupa 

hasil interview. Penelitian lapangan (field research) digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam 

penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,21 yaitu menggambarkan secara 

umum data-data yang ditemukan kemudian menganalisis berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, asas-

asas hukum, konsep-konsep hukum dan hukum positif yang berlaku berkaitan 

dengan peraturan kewenangan pengangkatan anak. 

3. Pendekatan Penelitian 

                                                           
20M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metedologi Penelitian dan Aplikasinya 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
21Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 

13. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

bersifat yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. 

Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.22 Penelitian-penelitian yang 

dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang merupakan bagian dari pendekatan 

empiris. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dan diterapkan dalam penenlitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Data Primer 

Data primer, yaitu dokumen putusan dari Pengadilan Negeri Sleman 

dan data yang penyusun peroleh dari berbagai sumber informasi, data yang 

diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi 

dilapangan dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk apa sudah didengar 

dan disaksikan oleh penyusun.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau 

menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat 

penjelasan di dalamnya. Beberapa data sekunder dalam penenlitian ini adalah 

data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian buku-buku ilmiah, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana dan seterusnya yang ada kaitannya 

                                                           
22Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta: 

PPM, 2004), hlm. 6. 
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dengan materi yang dikaji. Penyusun melakukan dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan.23  Yang terdiri dari: 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tantang Kekuasaan 

Kehakiman. 

c. Data Tersier 

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, 

ensiklopedia, dan lain-lain. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara 

analisi putusan Pengadilan Negeri Sleman atau penelitian lapangan (field 

research) yaitu melalui wawancara, observasi. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka 

bahan hukum akan dianalisis untuk mendapatkan bentuk penulisan yang mudah 

dipahami. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan 

untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan melalui  metode deduktif 

dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan 

kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan 

                                                           
23Suratman, Metodologi Penelitian Hukum,cet ke-1, (Jakarta: Alfabeta, 2012), 

hlm. 229. 
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kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan 

statistik.24 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan 

penulisan skripsi, maka pembahasannya susun secara sistematis. Adapun 

sistematika penulisan ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan 

berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I, memuat latar belakang masalah mengenai pembahasan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, rumusan masalah yang menjadi pokok masalah yang 

akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik sebagai pembatasan pembahasan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II, memuat pengertian dan tinjauan umum mengenai beberapa istilah  

anak angkat, sejarah pengangkatan anak menurut Staatsblaad 1917 Nomor 129, 

Hukum Adat, Perundang-undangan RI dan hukum Islam, dasar hukum 

pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, 

akibat hukum pengangkatan anak, kewenangan Pengadilan Negeri Pasca Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 

Bab III, memuat gambaran umum Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri 

dari peta wilayah hukumnya, sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Sleman, visi 

                                                           
24Ronny Hanitijo Soemitro, Metedologi Penenlitian Hukum dan Jurimetri 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 98. 
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dan misi Pengadilan Negeri Sleman, tugas dan fungsi pengadilan, kemudian 

prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman, dasar hukum dan 

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap pengangkatan anak, 

penetapan nomor: 157/Pdt.P/2016/PN.Smn, nomor: 178/Pdt.P/2016/PN.Smn, 

nomor: 209/Pdt.P/2016/PN Smn menjelaskan secara singkatmengenai duduk 

perkara asing-masing penatapan, akibat hukum penetapan pengangkatan anak di 

Pengadilan Negeri Sleman. 

Bab IV ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sleman 

dalam pengangkatan anak, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam  

penetapan pengangkatan anak, bab ini merupakan pembahasan dari pokok 

masalah berupa hasil penelitian, wawancara dan analisis penetapan. 

Bab V ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari analisis bab 

sebelumnya secara sistematis dan saran yang diambil sebagai masukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, adapun kesimpulan 

dari penelitian perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang Islam 

yang diajukan di Pengadilan Negeri Sleman pasca di sahkannya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, antara lain: 

1. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama memberikan kewenangan baru kepada Pengadilan 

Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, 

shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam. Salah satu perkara perkawinan yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah berkenaan dengan perkara 

permohonan pengangkatan anak, sehingga perkara tersebut secara 

absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan 

Negeri. Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengatakan bahwa 

Pengadilan Negeri Sleman masih memiliki wewenang menerima dan 

menetapkan permohonan pengangkatan anak karena tidak ada aturan 

yang menyatakan secara tegas bahwa kewenangan Pengadilan Negeri 

dalam penetapan pengangkatan anak telah dicabut. Berpedoman pada 
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Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan 

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”’ maka hasil penelitian 

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan 

menerima dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang 

Islam. 

2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman 

masih menerima dan menetapkan permohonan pengangkatan anak 

bagi orang-orang Islam adalah berdasarkan alat bukti, saksi dan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkara 

tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Sleman berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 

Tahun 1979 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan 

Anak, dimana hasil penetapan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan 

aturan tersebut, maka penetapan Pengadilan Negeri Sleman 

mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum menjadikan 

keabsahannya suatu perkara pengangkatan anak, namun disisi lain 

hakim Pengadilan Negeri Sleman telah mengesampingkan peraturan 
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lain yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Pengangkatan Anak. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran penulis dalam perkara 

permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang Islam ini, sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum akan 

perkara pengangkatan anak bagi orang-orang Islam ini merupakan 

kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, terutama 

pasca di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama, sehingga tidak mengakibatkan ketidakjelasan, 

keraguan (multitafsir) dan berbenturan dengan peraturan lain yang 

nantinya dapat menimbulkan konflik norma dari ketidakpastian suatu 

hukum. Adakalanya perpindahan kewenangan ini disertai dengan 

ketentuan pencabutan kewenangan sebelumnya. 

2. Bagi pemohon pengangkatan anak sebelum mengajukan permohonan 

terlebih dahulu mencari informasi berkaitan dengan akibat hukum 

yang ditetapkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sehingga 

dalam penetapan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam 

dapat diterapkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. 

3. Saran untuk akademisi jika ingin meneliti perkara pengangkatan anak 

dapat meneliti dari segi Pengadilan Agama atau Dinas Sosial atau 

lembaga pengasuhan berkaitan dengan peran masing-masing lembaga. 
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